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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pencegahan Children of Trafficking ditinjau dari Convention On The Right Of 

The Child, pada konvensi ini telah mengeluarkan beberapa pasal-pasal yang 

harus ditaati oleh anggotanya dan konvensi  juga  mengatur dua point penting 

yaitu (1) Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap 

manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang-

Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal dan (2) 

Negara-negara pihak berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-

ketentuan dalam Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat 

dan aktif, baik oleh remaja maupun anak-anak. 

2. Implementasi pencegahan Children of trafficking di Indonesia perlindungan 

hukum terhadap  kejahatan perdagangan anak yang secara internasional di 

atur dalam Konvensi Hak Anak( Convention in the right of the child). 

Indonesia yang telah diimplementasikan dengan meratifikasi Konvensi Hak 

anak (CRC1989) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada 

tanggal 25 Agustus 1990 kemudian diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004 

dan dimuat dalam Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36,  dalam KUHP dimuat 

dalam Pasal 83, Pasal 88 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
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Pelaksanaan ketentuan perlindungan hukum terhadap perdagangan Anak 

belum mencerminkan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena masih ada 

terjadi perdagangan anak. 

B.  Saran  

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia hendaknya 

ditempuh dengan berbagai kebijakan. Perlu memperhatikan pedoman/ standar 

perlindungan internasional; 

1) Membuat peraturan khusus yang memberikan hak untuk tinggal sementara 

kepada orang yang diperdagangkan;  

2) Perlunya adanya ketentuan kompensasi/ ganti rugi oleh Pemerintah;  

3) Perlunya memisahkan tanggung jawab antara petugas yang menyediakan 

rumah aman bagi orang dewasa korban perdagangan manusia, dengan 

petugas yang menyediakan rumah aman bagi anak korban perdagangan 

manusia; 

4) Perlunya suatu badan/ lembaga/ dewan khusus.  
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